
BI'PATI PI'RWORE..'O
PROVIISI JAWATEITGNI

PERATURAN BUPATI PURWORAIO
NOMOR ?' TAHUN X2T

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN' PENGELOI.AAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH
XABUPATEN PURWORE.'O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.'O,

Menimbalg a. bahwa untuk melaksanalan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentarg Pembcntukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
sebagaimana telah diubah dengaa Peraturan
.Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubshar Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pus,orejo Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, telatr ditetePl€n
Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dart
Fungsi, serta Tata Keda Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purworejo;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2O2l tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
202 I tentang Penyederhanaan StruLhrr Organisasi
Pada Instalsi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi
dan perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan
Bupati yang baru;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbargan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkaJr Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Repubtik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan DaeraI (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir denganundang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O ler,ta'jg Cipta Kerja (kmbaran Negara
Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahart
Irmbarar Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentarg Perangkat Daerah (tembararr NegaJa
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan kmbaran Ne gara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimala telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tamba-han kmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaar Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tefiang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l ter,taIrg
Penyederhanaan StruktLrr Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 546);
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7. Peratural Daerah Kabupaten Pur-worejo Nomor 14
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pur.worejo (Lembar.ar
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor
14, Tambalarl kmbaran Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor I Tahun 2017 tentang Perubalan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukal dan Susuna-n
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (l,embaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor
1, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KER.'A BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PURWORE.IO.

Urusan
Perwalcilan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalal Kabupaten Purworejo,
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dal Diwan

4
5

3

6

Rakyat Daera-h menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam si;tem 

-dan prinsip
Negaia Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimalsuddalarn
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengga.ra
Pemerintahan Daerah yang memimpin melal<salakan Uiisan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Purworejo.
Badan Pendapatar_, Pengglglaan Keuangan dar Aset Daerah, yang
selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan pendapitan,
P-engelolqm Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten purworejo.
Kepala Badan Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, yang _selanjutnya disebut Ktpala BppKAD,ldatah Kepala
!"9* Pendapatan, Pengclolaan Keuangal dan Aset Daerah
Kabupaten Purworejo.
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7. Sekretariat adalah Sekretariat pada BPPKAD.
8. Sekretanis Badar Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, yalg selsnjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris
BPPKAD.

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPPKAD.
1O. Kepala Subbagiar adalah Kepala Subbagian pada BPPKAD.
11. Sukoordinator ada-lah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatar sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan keda sebagaimana peraturan
perundang-undargar tentang organisasi dan tata keia instansi.

12. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah unit
Keda pada BPPKAD yang melaksana-kan kegiatal teknis
operasional dan/atau keBiata-n teknis penunjang tertentu.

13. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yarg selanjutnya disebut Kepala
UPI, adalah kepala unit kerja pada BPPKAD yang mela-ksanakan
kegiatan teknis operasional dal/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

14. Jabatar Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dart keterampilan tertentu.

15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) BPPKAD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

(2) BPPKAD dipimpin oleh Kepala BPPKAD.

Bagian Kedua
Tfrgas

Pasal 3

BPPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksalakai
fungsi penunjang keuangan sesuai dengan kewenangan Daerah di
Bidang PBB dan BPHTB, Bidang Pajak Selain pBB dar BPHTB, Bidang
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah, Bidan[
4.gg*"t, Bidang Akuntansi dal Perbendaharaa:r dal Bidan[
Pembiayaan da.rr Pengelolaait Aset Daerah.
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a.
b.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanaka! tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
BPPKAD menyelenggarakan fungsi:

menlrusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
menlrusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rarcangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Melaksanakan
APBD;
menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Melaksanakan APBD;
melaksanalan pengelolaan pendapatan Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
melaksanalan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
melaltsanal<al pengelolaal kekayaan Daerah;
menlrusun laporan keuangan yarg merupakan pertanggunEiawaban
melal<sanakan APBD; dar
melalsarakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang ditimpalkan
oleh Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BPPKAD, terdiri atas
a. Kepala BPPKAD;
b, Sekretariat;
c. Bidang PBB dan BPHTB;
d. Bidarg Pajak Selain PBB dan BPHTB;
e. Bidarg Pendapatan Transfer dan Lain-tain Pendapatan Daerah;
f. Bidang Anggaran;
g. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
h. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaa:t Aset Daerah;
i. UPT; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

d

e
f.

h

(2) Bagan organisasi BPPKAD adalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Kepala BPPKAD

Pasal 6

Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l S ayat (1) huruf a
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas darl fungsi BPPKAD
sebagaimana dimaksud da-tam Pasal 3 daJI Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Seketariat merupakan unsur pembantu Kepala BPPKAD berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikar penlapan perumusan
kebija}an teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara
terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum darr
kepegawaian.

Pasal 9

Da.lam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasa.l 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebtakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara

terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendatian

administrasi perencanaan, evaluasi darr pelaporan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalial

administrasi keuangal;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanaa dan pengendalian

administrasi umum darr kepegawaian; dan
I melaksanakan tugas kedinasan lain yarlg diberikan oteh Kepala

BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 1O

1) Susunar Organisasi Sekretariat sebagaimana dima_ksud pada pasal
5 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaar, Evaluasi dan Pelaporar;
b. Subbagiar Umum dan Kepegawaian; dan
c. Jabatar Fungsional.
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(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b, masing-masing dipimpin oleh seoralg Kepala Subbagian yalg
berada di baqrah dal bertanggung jawab kepada Sekretal'is

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan
koordinasi serta pengelolaar kegiatan urusan keualgan, melalui
penetapan sebagai Subkoordinator Keuangan yang berkedudukal
dibawai dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekuralg-kurargnya
ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengal diberikan
tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
pengelolaar kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 1 1

Subbagian Perencalaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
menlapkan bahan perumusan da-n melaksanakan kebijakan teknis,
melayani dan mengendalikaa administrasi di bidalg perencana.rn,
evaluasi dan pelaporar, yang meliputi koordinasi, menlrusun renc.ina
dan program, penganggaran, pengelotaan sistem informasi, evaluasi
dal pelaporan di lingkungan BPPKAD, serta melaksanakan tugas
kedinasal lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaiar mempunyai tugas menyiapka-n
bahan perumusan dar melalsalakan kebrjalan tekn.is, melayani dan
mengendalikal administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang
meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga
dan perlengkapan di lingkungan BPPKAD, serta melaksanakan tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 13

Subkoordinator KeuangaJr mempunyai tugas menyiapkar bahan
perumusan darr melaksanakan kebijakal teknis, melaya]ti dan
mengendalikan administrasi di bidang keuangal, yang meliputi
pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di
lingkungal BPPKAD, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.
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Bagian Keempat
Bidang PBB dan BPHTB

Pasal 14

(1) Bidang PBB dan BPHTB berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BPPKAD.

(2) Bidane PBB dan BPHTB dipimpin oteh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidarg PBB dar BPHTB mempunyai tugas menyiapkan perumusan
kebijakan telglis, membina, melaksalalaa, dan mengendalikan Bidang
PBB dan BPHTB, yang meliputi pendataan dan penilaian, pelayanan,
teknologi informasi dar penetapan, penagihan dan penerimaan serta
pelaporal.

Pasal 16

Dalam melaksalakar tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijal<an teknis, pembinaan, petaksalaal,

dar pengendalial di bidang pendataan dan penilaian;
b. penyiapan pemmusan kebijakan teknis, pembinaan, pelalrsartaan

dan pengendalian di bidang pelayanan, teknologi informasi dan
penetapal;

c. penyiapan perumusan kebijakar telixfs, pembinaar, pelaksaraan,
da-n pengendalian di bidang penagihan dan penerimaan;

d. pelalsanaart koordinasi pengelolaar PBB dan BPHTB yang meliputi
pengembargan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pelaporan serta
keia sama Bidang PBB dan BPHTB; dan

e. pelaksanaaa tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Bidarg PBB dan BPHTB
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
a. Subbidang Pendataan dan Penilaian;
b. Subbidang Penagihan dan Penerimaan; dan
c. Jabatan Fungsional.

sebagaimarta

(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b, masing-masing dipirnpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB
dan BPHTB.
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(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan Pejabat Fungsional yang bertugas metaksanakajt
koordinasi serta pengelolaan kegiatar urusan pelayanan dan
penetapan pada Bidang PBB dan BPHTB, melalui penetapan
sebagai Subkoordinator Pelayanan dan Penetapan, yarg
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang PBB dart BPHTB.

(4) Subkoordinator Pelayala-n dan Penetapan sebagaimana dima.ksud
pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang
sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksara senior yang
ditunjuk dengan diberikan tugas tarnbaharl mengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas
sebagai Subkoordinator.

Subbidatg Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksaaalan kebijakan telcris, serta
melakukan pembinaan di bidalg penagihan dan penerimaan pBB dan
BPHTB, yang meliputi:
a. men5 rsun dal mela_ksanakan rencana dan program kerja di

bidang penagihan dan penerimaan pBB dan BpHTb;
b. melaksalaka-n koordinasi dan kerjasama di bidarg Srenagihan dan

penerimaar PBB dar BPHTB;
c. melaksanakan intensifrkasi pBB darr BpHTB;

Pasal 18

Subbidarg Pendataan dal Penitaial mempunyai tugas menyiapkar
balan perumusan dan melaksanakan kebijalan tekrfs, serta
melakukan pembinaan di bidang pendataan, penilaian, keberata:r dan
pengurangan PBB dar BPHTB, yang meliputi:
a. menJrr.rsun dan melalsanakan rencana dan program kerja di

bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi
serta kompensasi PBB dar BPHTB;

b. melaksanaka:r koordinasi di bidarg pendataan, penilaial,
keberatar, pengurangan dan restitusi serta kompensasi pBB dan
BPHTB;

c. melaksanakar ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
d. melakukan pengawasan di bidang pendataan, penilaian, keberatar,

pengurangan dan restitusi serta kompensasi PBB dall BpHTB;
e. melaksanaka.n evaluasi di bidang pendataan, penitaian, keberataJr,

pengurargan dan restitusi serta kompensasi PBB dan BpHTts;
I melaporkan bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan

dan restitusi serta kompensasi PBB dan BPHTB; dan
g. metaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepa.la

Bidalg PBB dan BPHTB sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasa] 19
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e. melaksanakan evaluasi di bidalg penagihar dan penerimaan PBB
dan BPHTB;

f. menJrusun laporan di bidang bidang penagihan dan penerimaan
PBB dan BPHTB; dan

g. m€Iakssnakarl tugas kedinasan tain yalg diberikan oleh Kepala
Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan tugas jabatannya,

Pasa.l 20

Subkoordinator Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas
menyrapkal bahal perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis,
serta melakukan pembinaan di bidang teknologi informasi, penetapan,
pelayalan darl peLaporan PBB dan BPHTB, yang meliputi:
a. men]rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di

bidarg teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan PBB dan
BPHTB;

b. meLalsanakan koordinasi di bidang teknologi informasi, penetapan,
pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB;

c. melakukan pengawasan bidang teknologi informasi, penetapan,
pelayanan dal pelatrnran PBB dan BPHTB;

d. melaksanakan evaluasi di bidang teknologi informasi, penetapan,
pelayaran dan pelaporan PBB darr BPHTB;

e. menlrusun laporar di bidang teknologi informasi, penetapan,
pelayanan dan pelaporar PBB dar BPHTB; dar

f. melaksalakan tugas kedinasarr lain yang diberikan oleh Kepa_la
Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengar tugas jabatannya.

Pasal 21

(1) Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.

(2) Bidang Pajak Selain PBB da-n BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB mempunyai tugas menyiapkan
perumusan_ kebijakan teknis, membina, melaksanal<an, - 

darr
mengerdalikan bida-ng. Pajak Selain pBB dan BPHTB, yang metiputi
penda.t:aar dan penitaian, teknologi inlormasi dal] penetafan, serta
penagihan dan penerimaan.

pasal 23

Dalam melaks-anakan tugas seba€aimana dimaksud dalam pasal 20,
Bidang Pajak Selain PBB dan BpHtB menyelengqarakan funesi:. !:lylllT perumusan. kebijakan_ teknis, $ibinaan, p.i.L".r,""r,

dan -pengendalian di bidang.pendataan dan penilaian iubjek/objek
Pajak Selain PBB dan BpHTE:

Bagiar Kelima
Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB
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b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaa-n, pelaksanaan
da-n pengendalian di bidang pelayanan, teknologi informasi dan
penetapan Pajak Sela.in PBB dan BPHTB;

c. penyiapan pemmusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian di bidang penagihan dan penerimaan Pajak
Selain PBB dan BPHTB;

d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Pajak Selain PBB dan BPHTB
yarg meliputi pengembangan, intensifrkasi, ekstensifikasi darl
pelaporan serta kerjasama bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB;
dan

e. pelaksartaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
BPPKAD sesuai dengan tugas dar fungsi.

Pasal 24

(l) Susunan Organisasi Bidang Pajak Selain PBB dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas
a. Subbidang Pendataan dan Penilaian;
b. Subbidang Penagihan dan Penerimaan; dan
c. Jabatan Fungsional.

Pasal 25

BPHTB

(2) Subbidarg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yarg
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pajak selain PBB dan BPHTB.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c,
merupalan pejabat fungsional yang bertugas melaksana-kan
koordinasi serta p€ngelolaan kegiatan urusan pelayanan dal
penetapan pada Bidang Pajak selain PBB dar BPHTB, metalui
penetapan sebagai Subkoordinator Pelayanan dan Penetapan, yang
berkedudukan dibawah dart bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pajak selain PBB dan BPHTB.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikar pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiataa sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Subbidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas menfapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta
melakukan pembinaan di bidaag pendataan, penilaian, keberatar darr
pengurangan Pajak Selain PBB dan BPHTB, yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana dal prograrn ke{a di

bidang pendataal, prenilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi
serta kompensasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;

b. melaksanakalr koordinasi di bidang pendataan, penilaian,
!"Fo!T. pengurangan dan re stitusi serta kompensisi pajak
Selain PBB dan BPHTB;

/
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c. meLa-ksara-kan ekstensifrkasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;
d. melaksanakan pengan asan di bidang pendataa-n, penitaian,

keberatan, pengurangan darr restitusi serta kompensasi pajak
Selain PBB dan BPHTB;

e. melaksanakan evaluasi di bidang pendataan, penilaian, keberatan,
pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajal< Selain PBB dar
BPHTB;

L menyusun laporar di bidang pendataan, penilaial, keberatan,
pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB dar
BPHTB; dan

g, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidarg Pajak Selain PBB dan BPHTB sesuai dengan tugas
jabatannya.

Subbidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta
melakukan pembinaan di bidang penagihan dan penerimaal Pajak
Selain PBB dall BPHTB, yang meliputi:
a. menlrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di

bidang penagihan dan penerimaal Pajak Selain PBB dan BPHTB;
b. melaksanalcal koordinasi dan kerjasama di bidalg penagihan dan

penerirnaan Pajak Selain PBB darr BPHTB;
c. melal<sarakan intensilikasi Pajak Selain PBB dar BPHTB:
d. melaksanakan pengawasan di bidarg penagihan dal penerimaan

Pajak Selain PBB dafr BPHTB;
e. melalsanakan evaluasi di bidalg penagihan dan penerimaal Pajak

Selain PBB dan BPHTB;
f. men5,r-rsun laporan di bidang bidang penagihan dan penerimaan

Pajak Selain PBB dan BPHTB;dan
g. m€laksanakan tugas kedinasan tain yang diberikan oteh Kepala

Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB sesuai dengan tugas
jabatalnya.

Pasal 26

Pasoi 27

Subkoordinator Pelayanan dan penetapan mempunyai tugas
menyiapka.n bahan perumusar dalr melal<saaakal ke6ijalial tekn'is,
serta melakukan pembinaan di bidang teknologi informaji, penetapar,
pelayanan dan qglaporan Pajak Selain pBB dan BPHTB, yang meliputi:a, menyusun dan melaksanakan rencana dal program ke4a di

!i4+g_ t:lrqtgq informasi, penetapan, pelayanin dan pelaporan
Pajak Selain PBB dan BPHTB;

b. melaksarakan koordinasi di bidalg teknologi informasi, penetapar,
pelay_anan ian pelaporan pajak Selain pBB din BpHTB;' 'c. melaksanakalr pengawasan- di bidaag tekrologi informasi,

_ penetapan, pelayanan dan. pelaporan pajak-selain pBE-dan BPHTB;d. melaksa.nakan evaluasi di bidang teknologi informasi, penetapan,
pelayaran darl pelaporan paja-k Selain pBBian BpHTBi 'e. men)rusun 

_ 
laporan di bidang_ teknologi informasi, penetapan,pelayanar dan pelaporan pajak Selain peE aan epHTEj; j;--
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f. melaksanakan tugas kedinasar Lain yarrg diberikan oleh Kepala
Bidarg Pajak Selain PBB dan BPHTB sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Pendapatan Trarsfer dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah

Pasal 28

(1) Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BPPKAD.

(2) Bidalg Pendapatar Tralsfer dan t^ain-lain Pendapatan Daerah
dipimpin ole h Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah
mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina,
melaksanakan, dan mengendalikar bidalg pendapatan transfer, lain-
lain pendapatan daerah dan retribusi daerah yang meliputi pendataan
dan pengembangan, serta pengendalial dan pelaporan.

Pasql 30

Dalam melaksanakal tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Bidang Pendapatan Transfer dan Lainlain Pendapatan Daerah
menyelenggarakan fu ngsi:
a. penyiapan pemmusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

darr pengendalian di bidang pendataan dan pengembangan;
b. penyiapar perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di bidang pengendalian dan pelaporan;
c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah yarrg

melipud pengembangan, intensihkasi dan ekstensifrkasi, serta
kerjasama bidang pendapatan transfer, lainJain pendapatan
daerah, dan retribusi daerah; dan

d. pelaksa-naan tugas kedinasan lain yang diberikarr oleh Kepala
BPPKAD dar sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Bidalg Pendapatan Transfer da-n Lainlain
Pendapatan Daerah sebagaimaaa dimal<sud dalam Pasal 5 huruf e,
terdiri atas Subbidarg.

(2) Subbidang pada ayat (1) terdiri dari;
a. Subbidang Pendataan dan Pengembangan;dan
b. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan.

(3) Subbidang. sebagaimana diln$su! pada ayat (2), masing-masing
dlprmpin oleh seorang Kepala Subbidalg yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pendapatan Tralsfer dan
Lain-lain Pendapatarr Daerah.

t a 4 \'
5 6

l-
7

h 9,
{

1
P

1/+
-7

t2
,{L f

x

r3

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


Pasal 32

Subbidarg Pendataan dan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pe mmusan dan melaksanakan kebijakan teknis, se rta melakukan
pembinaan di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah,
kekayaal daerah yarlg dipisahkan, lainlain pendapatan daerah yang
sah, dana perimbalgan, se rta ana.lisis pene rimaan prembiayaan darl
rekonsiliasi, yalg meliputi:
a. men5 rsun dan melaksanakan renca.na dan program ke{a di

bidarg pendataan darl pengembangan retribusi daerah, kekayaan
daerah yang dipisaikan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;

b. melaksalakal koordinasi di bidang pendataan dan pengembangan
retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkar, Iain-tain
pendapatan asti daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain
pendapatar yang sah;

c. melaksanakan ekstensifikasi pendataan dan pengembargan
retribusi daerah, kekayaan daerah ya-ng dipisahkan, lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangar, serta lain-lain
pendapatan yang sah;

d. melaksa:rakan pengawasan di bidang pendataan dan
pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan,
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta
lainJain pendapatan yang sa_h;

e. melaksanakan eva-luasi di bidang pendataan daJl pengembangan
retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisalkan, lain-lain
pendapatan asli daerah yang sa}, dana perimbangan, serta lain-lain
pendapatan yarg sah;

f. men]rusun laporal di bidang pendataan dan pengembangaa
retribusi daerah, kekayaal daerah yang dipisahkan, lain-lain
pendapatan asli daerah yallg sah, dana perirnbangan, serta lain-tain
pendapatan yang sah;

g. melaksanakar analisis penerimaan pembiayaan dan
rekonsiliasi;dan

h. melaksalakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendapatar Transfer dan l^ainJain Pendapatal Daerah
sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subbidang Pengendalian darl Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusal dan melaksanakan LeU;jaf<ar- teknis, serta
melakukar pembinaan di bidang pengendalian dan peiaporan,
pgnagrhan retribusi daerah, kekayaan daerah yang alpisafr-tal, tain_
lain pendapatan as[ daerah yang sa]r, dana perim"balian, serta la.in_
tarn pendapatqn yarlg sah, yang meliputi:
a. menJ rsun dan melaksanakan rencana dan program keda dibidang pengendalian dan pelaporan, penagihan' retiibusi dJerah,

kekayaan daerah yang dipisahtarr, tairr_tain-pendapatan asli daerahyang sah, dana perimbargan, serta lain-lain |enaaiatan yang satr;
t4

I 2.6 f r 5 6
a

7 fr 9 1 t ,l tr I

IThis PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


b. melaltsanakal koordinasi di bidang pengendalian dan Srelaporan,
penagihar retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan,
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dara perimbangan, serta
lain-lain pendapatan yang sah;

c. melaksanakan intensifikasi pengenda-tian dan pelaporan,
penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisa_hkal,
lain-lain pendapatan asli daerah yalg sah, dana perimbangan, serta
lainJain pendapatar yang sah;

d. melaksanakan pengawasan di bidang pengendalian dan pelaporan,
penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan,
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta
lain{ain pendapatan yang sah;

e. melaksanakan eva.luasi di bidang pengendalian dar pelaporan,
penagihan retribusi daerah, kekayaar daerah yang dipisahkan,
IainJain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta
lain{ain pendapatan yang sah;

f. meny'usun laporan di bidalg pengendalian dan pelaporan,
penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yalg dipisahkan,
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dala perimbangan, serta
IainJain pendapatan yang sah; dan

g. melalsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oteh Kepala
Bidang Pendapatan Transfer dal Lain{ain Pendapatan Daerah
sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Anggaran

Pasal 34

(1) Bidang Anggaran berkedudukan di bawah darl bertanggung jawab
kepada Kepala BPPKAD.

(2) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

pasa.t 35

Bidalg Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penrmusan kebijakan
teknis, membina, melaksaral<an, dan mengendalikan bidang b-idaag
anggaran, yang meliputi menJrusun anggaran, dana bantual daerah,
serta evaluasi administrasi APBD.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimaaa dimaksud dalam pasal 34,
Bidang Anggaran menyelenggaralan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaarr ,
. dan pengendalian di bidang menJnrsun anggaran;
b. penyiapan F,erumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan ,dan pengendalian di bidang da,:ra ba.rrtuaJl daerah;
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c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaal, pelaksanaan,
dal pengenda-lian di bidang evaluasi administrasi APBD;

d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dart kedasama teknis dengan
pihak tain di bidang menJrusrrn anggaran, dana bantuan daerah
dan evaluasi administrasi APBD;dan

e. melaksanakan tugas kedinasan tain yang diberikan oleh Kepala
BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Bidang Anggaral sebagaimana dirna-ksud
dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
a. Subbidarg PenJrusunan Anggaran;
b. Subbidang Dana Bantua-n Daerah;dar
c. Jabatan Fungsional,

(2) Subbidang sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidalg yang berada di
bawah dan bertarggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan pejabat fungsional yang b€rtugas melaksanakan
koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan Evaluasi Administrasi
APBD pada Bidang Anggaran, melalui penetapan sebagai
Subkoordinator Evaluasi AdminisEasi APBD, yarg berkedudukan
dibawah dar bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikaa tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 38

Subbidang Pen5rusunal Anggaran mempunyai tugas menyiapkan
ba}Ian perumusar darl melaksanakan kebijakal teknis, serta
melakuJ<an pembinaan di bidang menJrusun anggaran, yang meliputi:
a. men]rusun dan metaksalakan rencana dan program kerja di

bidalg menyrsur anggaran;
b. melaksanal(an koordinasi menlrusun dall penjabaral APBD dan

APBD Perubahan;
c. merencanakar dan menyiapkaa bahan ralcalgan menJrusun dan

penjabarar APBD dan APBD Perubahan;
d. menyiapkan bahan penJr.rsunan Dokumen Melaksanakan

Angga-ran (DPA) dm Dokumen Melaksanakan Perubahan Aaggaral
(DPPA);

e. meLaksanakar evaluasi di bidang pen!'usunan anggaran;
f. menyusun laporan di bidarrg pen5nrsunan anggaral; da:r
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g. melaksanakan tugas kedinasal lain yang diberikal oleh Kepala
Bidang Anggaran sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasa.l 39

Subbidang Dana Bantuan Daerah mempunyai tugas menyiapkar
bahan perumusan dan melaksanaka.n kebijakan teknis, serta
melakukan pembinaar di bidang darla bantuan daerah, pembayaran
bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran
pembiayaan, yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksalakan rencana dan program keda di

bidalg dana bantuan daerah pembayaian bunga hutang, hibah,
bagr hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;

b. melaksanakan koordinasi di bidang dana bantuarl daerah,
pembayaral bunga hutang, hibah, bagt hasil, belalja tidak terduga,
pengeluaran pembiayaan;

c. mengelola dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah,
bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;

d. melalsalalcan monitoring dal evaluasi di bidang dana bantuan
daerah, pembayarar bunga hutaag, hibah, bagi hasil, belanja tidak
terduga, pengeluarar pembiayaan;

e. melalsanakal pengendalian di bidaag dana bantuar daerai,
pembayarar bunga hutang, hibsh, bagi hasil, belanja tidak terduga,
pengeluaran pembiayaan;

I menrusun laporan di bidang dala bantuan daerah, pembayaran
bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran
pembiayaal;

g. menganalisis pelalcsanaan belanja tidak lalgsung BPPKAD selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dar

h. melaksanalan tugas kedinasan lain yang diberika.n oleh Kepala
Bidarg Angganan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 40

Subkoordinator Evaluasi Administrasi APBD mempunyai tugas
menyiapkar bahan perumusan dan melaksanakar kebijakal teknis,
serta melakukar pembinaan di bidang evaluasi administrasi APBD
yarrg meliputi:
a.

b.

d.
e.
t
E.
h.

menl rsun dan melaksanaka-n rencana dan program kerja di
bidalg evaluasi administrasi APBD;
melaksa-nakan koordinasi di bidalg evaluasi administrasi ApBD;
menyiapkan bahan dan tindak lanjut evaluasi atas Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD;
menyiapkan bahan menyusun pedomal melaksanakan ApBD;
menyiapkan bahan menlrusun Analisis Standar Belarja (ASB);
menlapkan bahan men,,r-rsun petunjuk melaksanaka_n ApBD;
menyusun laporan di bidang evaluasi administrasi ApBD; dal
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Anggaran sesuai dengan tugas jabatannya
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Bagiar Kedelapan
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Pasal 41

(f) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan berkedudukarr di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.

(2) Bidarg Akuntansi dan Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Pasal 42

Bidang Akuntalsi dan Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapka,
perumusan kebljakan teknis, membina, melaksalakan, dan
mengendalikan bidang akuntansi dan perbendaharaal, yang meliputi
pembukuan dan pelaporal, perbendaharaan, pengelolaan kas umum
daerah.

Pasal 43

Da.lam melaksanakaa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
Bidarg Akuntarsi dan Perbendalaraan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapal perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksalaan,

dan pengendalian di bidang pembukual darl peLaporan;
b. penyiapan pe(.rmusan kebrjakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di bidang perbendaharaan;
c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di bidang pengelolaan kas umum daerah;
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan darl kerjasama teknis dengan

pihak lain di bidalg pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan,
serta pengelolaar kas umum daerah;

e. pelaksanaan dar koordinasi di bidang akuntansi dalam perumusan
pertanggungiawaban APBD ;dan

f. pelaksanaan tugas kedinasar lain yang diberikan oleh Kepala
BPPKAD sesuai dengar tugas dan fungsi.

Pasal 44

(1) Susunan Organisasi Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
a. Subbidalg Pembukuan dan Pelaporan;
b. Subbidarg Perbendaharaan; darr
c. Jabatan Fungsional.

(2) Subbidang sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidalg yang
berada di bawah darr bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Akuntarsi dan Perbendaharaan.
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Subbidang Pembukuaa dal Pelaporan mempunyai tugas menyiapkar
pemmusan kebijakan teknis, membina, melaksara_kan, dan
mengendalikan bidang di bidaag pembukuaa dan pelaporan, yang
meliputi:
a. menlrusun dan melaksanakal rencana dal program kerja di

bidang pembukuan dan pelaporal;
b. melaksanakan pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan

kronologis;
c. melaksanalan koordinasi di bidalg pembukuan dan pelaporan;
d. melalsanakan koordinasi di bidang akuntansi dalam ra:rgka

penyrapa-n bahan menlrusun laporan keuangan daerah dan
pertanggungiawaba:r APBD;

e. melaksanakan evaluasi di bidang pembukuar dan pelaporan; da.:n
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yaIlg diberikan oleh Kepala

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas
jabatannya.

(3) Pejabat Fungsional sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf c
merupakan pejabat fungsional yang bertugas melaksalakan
koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan pengetolaan kas
daerah pada Bidang Akuntansi dan Perbendaha.raan, melalui
penetapan sebagai Subkoordinator Pengelolaan Kas Daera_h, yang
berkedudukan dibaqrah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Akuntansi dal Perbendaharaan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk denga_n diberikaa tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaar tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 45

Pasal 46

Subbidang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan
teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang di bida-ng
perbendahalaan, yalg meliputi:
a- menJrusun dal melaksanakan rencana dan program kerja di

bidang perbendaharaal;
b. melaksana-kan koordinasi di bidang perbendaharaan;
c. melaksanakan pengrjian kebenaran data keprgawaian;
d. melaksala-kan penelitian data gaji pegawai;
e. melalsalakan penelitial data belanja rutin non gaji;
f. melaksanaka:r pembinaan ketatalaksanaan keuangan;
g. menyelesaikan tugas perbendaharaan;
h. melaksanakan evaluasi di bidang perbendaharaan;
i. menyusun laporan di bidalg perbendaharaan; darr

t
{

2
( { r

r
5 6

+
7

u -t Ir tl
+

w
a- ".t18w

19

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


J melaksarakan tugas kedinasan tain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas
jabatannya,

Pasd 47

Subkoordinator Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dal
mengendalikan bidalg di bida::g pengelotaa:r kas umum daerah, yang
meliputi:
a. menJrusun dal melaksalal<an rencala dan program kerja di

bidalg pengelolaan kas urnum daerah;
b. melaksanakan koordinasi di bidang pengelolaan kas umum daerah;c. pengelolaan dan pencatatar secara tunai uang daerah dan

penyimpanan surat berharga;
d. penyimpanaa uang daerah di balk yang ditunjuk oleh pemerintah

yang ditentukan dalam bentuk rekening giro maupun deposito;
e. menfapkan anggaran kas dan Surat Penyediaa.n Dana (SpD) serta

metakukan pengujian tagihan;
I melaksalakan evaluasi di bidarg pengelolaan kas umum daerah;g. men5rusun laporan di bidang pengelolaan kas umum daerah; danh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oteh Kepala

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas
jabatannya.

(1) Bidarg Pembiayaan dal Pengelolaan Aset Daerah berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BppKAD.

(2) Pidalg Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daera_h dipimpin oleh
Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Bidang Pembiayaal dal Pengelolaan Aset Daerah

Pasal 48

Pasal 49

Bidarg Pembiayaan dan Pengelolaal Aset Daera_h mempunyai tugas
menyiapkan pemmusan kebijal<al teknis, membina, miUfisanaf<-an,
dan mengendalikan bidang pembiayaan dan pengelolaan aset daerahyang meliputi utang piutsng dan investasi, inventarisasi dan
penghapusan aset, serta penilaian darl optimalisasi aset.

pasal 50

DSlam melaksanakan_ tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4g,
Bidang Pembiayaan dar Pengelolaan Aset Daerah menyelenggaral<an
fungsi:
a. penyiapan pgll:rmugT kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanasn,

dar pengendalian di bidang utang piutartg dart investasi;
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b. penlapan perumusan kebljakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian di bidang inventarisasi dan penghapt,san .""t;c. penyiapal p€rumusan kebija-ka-n teknis, pemtinial, pelaksanaal,

- dan pengendalian di bidang penilaiar da.rl optimalisasi aset;d. pelaksalaan .koordinasi kegiatan dar kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang utang piutang darr inveitasi, inventar-isasi darr
penghapusal aset, serta penilaian dan optimalisasi aset; dane. pelaksaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
BPPAD sesuai dengalr tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Bidang pembiayaan dal pengelolaan Aset
Daerah se bagaimana dimaksud dalam pasa] 5 huruf c, terdiri atas:
a. Subbidang Penitaian dan Optimalisasi Aset;
b. Subbida.ng Inventarisasi dan penghapusan Aset; dan
c. Jabatar Fungsional.

(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a darr huruf
b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yartg
berada di bawah dan bertanggung jawab kipada Xepafa niian!
Pembiayaan dal Pengelolaan Aset.

(3) Jabatan FUngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
3eru.gakal pejabat fungsional yang bertugas melai<sanakan tugas
koordinasi serta pengelolaan kegiataa urusan utalg piutang dan
investasi pada Bidang Pembiayaa.n dal pengelolaan" Aset Dierah,
mela.lui 

. 
penetapar sebagai Subkoordinatoi Utang piutang da.rl

Investasi yang berkedudukan dibawah dan bertinggung jawab
kepada Kepala Bidang pembiayaan dal pengelolaan AsJI

(4) Subkoordinator sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) diiabat oleh
pejabat fungsional dengar jenjang sekurang-kuiargnya llti muaaatau pelaksana senior yang ditunjuk dengan d-ibirikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

pasal 52

Subbidang Penilaian dan Optima.tisasi Aset mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusaa dan melaksalalan teUi.;atal tetils,
serta melakula.n pembinaal di bidang penilaian dan optihalisasi aset,yang meliputi:
a. menlrusun dan melal<sanakan rencana dan prog-am ke{a di

bidang penilaian dan optimalisasi aset;b. melalsanakan koordinasi di bidalg penilaian dan optimalisasi aset;c. mengelola sistem informasi manajemen aset dan pe^nerapan standar
harga satuan;

d. melaksanal<an eva.tuasi di bida-ng penilaia:r dan optimalisasi aset;e. menlrusun laporan di bidang penilaian dan optimatisasi aset; dan
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t. melaksanakan tugas kedinasar lain yang diberikar oleh Kepa.la
Bidang Pembiayaan dar Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengarr
tugas jabatannya.

Subbidang Inventarisasi dan Penghapusa-n Aset mempunyd tugas
menyiapkal baha.n perumusan dan mela_ksanakan kebtakan teknis,
serta melakukan prembinaan di bidang inventarisasi dan penghapusan
aset, yang meliputi:
a. men1rusun dan melaksanakan rencana dan program ke{a di

bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
b. melaksanakan koordinasi di bidang inventarisasi dal penghapusan

aset;
c. melaksanalan pendataan dan inventarisasi aset;
d. melaksaaakan pemuktahiran data aset secara periodik;
e. melaksanakar pengendalian penghapusan aset;
f. melaksa:rakan evaluasi di bidang inventarisasi darr penghapusan

aset;
g. menJrusun laporan di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;

dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembiayaan dal Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengar
tugas jabatannya.

Pasal 53

Pasal 54

Subkoordinator Utang Piutang dan Investasi mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusal dan melaksanakan kebijakan teknis,
serta melakukan pembinaan di bidalg utarg piutang dan investasi,
yarg meliputi:
a. menlrusun dan melaksanakan rencana dan program keda di

bidang utarrg piutang dan investasi;
b. melaksanakan koordinasi di bidang utang piutarg dan investasi;
c. melaksanakan analisis dan penatausahaan utang piutang dan

investasi;
d. men]rusu realisasi pembayarar dan penerimaan atas pedanjian

darr akibat yang lain kepada pihak ketiga;
e. meLaksanakan pengendaliar di bidang utang piutang dan investasi;I melaksanal<al evaluasi di bidalg utalg piutang dan-investasi;g. meny:sun laporar di bidang utang piutarg dar investasi; danh. melaksanaka:r tugas kedinasan tain yang diberikal oieh Kepala

Bidang Pembiayaan dan pengelolaaa Aset Daerah sesuai dengan
tugas jabatannya.
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Pasal 55

(1) Untuk meLalsanakar tugas teknis operasional dan atau tugas
teknis penunjang tertentu di tingkungan badal dapat dibeniuk
UPT.

(2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UpT
yang berada di bawah dar bertanggungjawab kepada KepaL Badan.

Pasal 56

P_embentukan, Organisasi dart Tata Kerja UpT Badaa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan p;aturan
Bupati.

Bagian Kesepuluh
UPT

Bagial Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 57

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan
fungsional pada BPPKAD.

sebagai pelaksana teknis

(2) fejgblt - 
f'gngsional sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)

berkedudukal di bawah dan bertalggung jawab iecara langsung
kepada- Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaital dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

(3) Ilgdtldukal Pejabat Fungsional sebagaimara dimat<sud pada ayat
(2) ditetapkar dalam peta jabatan berdasarkan analisis iugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan anatisis bebai ke{a
dilaksanakan sesuai ketentuafl peraturan perundang-undangal.

(4) Jenis dan.jenjang Jabat€n Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagairnana dimaksudpada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuar perituran perundang_
undangan.

pasql 58

Kelompok Jabatar F\rngsional mempunyai tugas dan funssi sesuaidengar Jabatan Fungsiona.l masing-masing berdasarkan -ketentuarr
peraturan perundalg-undangan.

23

d

+ e f r
I

5 6
t^

7
N { 'f I tr de

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


BAB IV

TATA KER.JA

Pasal 59

Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepa.la
Subbidalg, Subkoordinator, dal Kelompok Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undaagan
darl kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 60

Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepa.la Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Subbidang, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam
melaksarakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip lrranajemenyang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas
masing-masing.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepata Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, da:r
Kelompok Jabatan Fungsiona.l wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke
dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah
Daerah serta instansi lain sesuai dengar tugas masing-masing.

pasa.l 62

(1) Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepala Subbidarg, Subkoordinator, pada Badan bertarggung jawab
dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikal birnbingan
serta petunjuk bagi pelaksalaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepala Subbidang, Subkoordinator, dan Kelompok .labatan
F\ngsional wajib mengikuti dan mematuhi patunjuk dan
bertarggung jawab pada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi
lain yalg secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterirna oleh Kepala BppKAD, Sekretaris,
Kepala -.Bidarlg, _ Kepala Subbagian, Kepa.la Subbidang,
Subkoordinator, dari bawahan dapat diolah dan dipergunaka:r
sebagai bahan pen1rusunan laporan lebih laniut dan &i"a*"r,
bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan,
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BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 63

Jenjarg jabatan dan kepangkata.n serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Kepala_ BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Subbidarg, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional di
diaagkat dan diberhentikal oleh pejabat yang berwenalg sesuai
ketentuan peraturaa perundang-undangal.

Pasal 65

(1) BPPKAD wajib menlrusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasa:.kan aralisjs jabatan dan analisis
beban keia.

(2) Menl'usun kebutuha-n jumlah dan jenis jabatar aparatur sipil
negara sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarka! prioritas kebutuhan

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di
lingkup BPPIGD berdasarkan peraturarl Bupati purworejo Nomor g6
Tahun 2O16 tentang Kedudukan, Susunan Orgarrisasi, T.ugas Dan
F\ngsi, Sjrta Tata Kerja Badan pendapatar, pengelolaan Kiuangan
dan Aset Daerah Kabupaten purworejo, tetap melaksanakarr tugas dan
fungsinya sampai dengan diargkat peJabat baru berdisarkarr
Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERAIIHAN

Pasal 66
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan
Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susr.mar Organisasi, Ttrgas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purworejo (Berita Daerah Kabupaten hrrworejo Tahun 2016 Nomor
86 Seri D Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukai, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPPKAD Kabupaten
Purworejo wajib mendasarkan dan menyesuaikal pengaturarnya
dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkarr pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : h-rrworejo
pada tarqqal : 23 Sltnrlq' 2a2f

t BU PURWOREJO,

( AGUS BA

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal :23 !.rt{br Aa2t

I serne, anrs DAERAH ATEN PURWORE'O,KAFUP

d\
{ SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN z'2'NOMOR ?' SERID NOMOR 22
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BAGAIT ORGAI{IsASI
BADAIT PEI{DAPATAN, PENGELOI.IIA.IT XEUA GAN
DAIT ASET DAIRAH KABUPATEI{ PURWOR&'O

I-AMPIRAN
PERATURAN DAERAH (ABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ?' !.r@ 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANTSASI, TUGAS DAN
FI'NGSI SERTA TATA KER,JA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOT,AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

I eueau puRwoRDro,l

KEPALA BPPKAD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
PERENC, EVAI,UASI

DAN PEI-APORAN

SUBBAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIT{N

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PBB DAN BPHTB

BIDANG
PAJAI( SEI,\IN PBB

DAN BPHTB

BIDANG PENDAPATAN
TRANSFER DAN LAIN-

I"AIN PENDAPATAN
DAERAH

BIDANG
ANCGARAN

BIDANG
AKUNTANSI DAN

PERBEN DAHARAAN

BIDANG
PEMBIAYAAN DAN

PENGET,OI.AAN
ASET DAERAH

SI'BBIDANO
PENDATAAN DAN

PEMI-AIAN

SUBBIDANG
PENDATAAN DAN

PENIT"AIAN

SUBBIDANG
PENDATMN DAN
PENGEMB.qNGAN

SUBBIDANG
PENI'IJSUNAN
ANC,GAiAN

SUBBIDANG
PEMBUI(UAN

DAN PEI.APOIiAN

SUBBIDANG
PENIIAIA.II DAN

OPTII]IAUST{SI ASET

SUBBIDANG
PENAGIHAN DAN

IIENERIMAAN

SUBBIDANG
PENAGIHAN DAN

PENERIMAAN

SUBBIDANG
PENGENDALIAN DAN

PEI"APORAN

SUBBIDANG
DANA BANTUAN

DAERAH

SUBBIDANG
PERBENDAHARMN

SUEBIDANG
IN!'EMARISASI DAN
PENGH,qPU$CN ASE|I

JABATAN
FUNOSIONA'

JABATAN
FIINGSIONAI

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAI
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